[SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 1 3,/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V /2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU
Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-
Kpt/15/Prov/IV /2021 tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/1V/2021
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020
dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemillhan Umum  Provinsi Jambi Nomor
12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam



Mengingat

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi tentang Penetapan dan
Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
Jambi Luar Kota Pemungutan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 56)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan



Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
818) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1511);



DNV
DNvavsS nynva | 9 | INVAIIANY ONININ

1

LYINVI1V d\1 VNV N

"ON

DNVTH DNVAVS NAVNVA VSEHA I
‘uedejouay

020C NNHV.L TNV INNJFIND TBVM NVA
ANNAFLEND NVHITINId NVVIVOONHATIANHEd NVIVA
ISNLILSNOX HVINVMHVIN NVSNLNd VOSVd ONVIN
VIVNS NVLINONNWNHd VIOM JavNT IdANVe VavNs
NVLOONNNHd VILINVd VLOODDNV NV.LVIONVONHI
NVd NVAVIENHd ONVINHL TIdAVe OdvNN
NHLVdNEVYI WNNN NVHITINHd ISINOX NVSNLNdHM

‘NVISNLOAWHN

‘020z unyey, I[qurer INuIqny

[Bfepq Uep Jnuisqny) ueyruad ueereddua[odusdd
urereq ISMinsuoy] Jeweiyen uesning
BOosed Sue[n ereng ueindunwad eped eIeng
uejndunuad ereddud[eiuad Modwo[dy uep ‘ereng
uendunwad enrued ‘ereng uejndunwed eniued
elioy elR] UBp UBMNJUaqUWdJ SIUM]] UBWOP3d]
uejuay 1202/ A1/801d /ST /3d3-2 +0'dd /1
IOWON Iquep ISulA0ld wnu  UBYIIWdd
istwoy  uesnindoy sely  ueyeqniod Suejud)
1202/A1/A01d/S1/3d3-2 +0'dd/+1 JowoN Iqurep
ISUIAOLJ wWnuw ueyruad Isrwoy uesninday

‘0Z0T unye], I[quep mnuiaqnd [Bem uep
InuIagny UeyI[Iudd wWere( ISNINsuoy Jeweyyen
uesning eBOsed SJue|) eIeng ueindunuwod
ueereddus[eiuad [emper uep weidold ‘uedeye],
Suejuay 1202/A1/A01d/S1/3d3-2°10'dd/01
JOWION Iquer ISUlAOl{ whuw  Ueylruad
Istwoy uesninday Sely ueyeqnIad Suejuo)

1202/A1/201d/G1/3d¥)-2'10'dd/€1 IOWON lqurep

ISUIAOI{ wWnuw Uueyuad Istwoy uesnmnday ¢

NLVSHM

uesdejousa|y



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2.DESA KEDEMANGAN

No. NAMA L\P[ ALAMAT |
DESA
1 |DODDY FERDIYAN | L | pEBEMANGAN
3.DESA MENDALO INDAH
No. NAMA L\P| ALAMAT
DESA MENDALO
1 | ALDO PERNANDO L | INDAH

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara
Jambi Luar Kota Pemungutan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jambi Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jambi Tahun 2020.

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu)
bulan terhitung sejak Tanggal 05 Mei sampai dengan
05 Juni 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Sengeti

pada tanggal 11 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
~Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi ttd

' -Sekretaris, ELFI PRASATIA

Syamsuddin



